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Abstract

Political clientelism remains political dilemma in South East Asian
Politics, including Indonesian. Thus, democratization agendas in
Indonesia Post Soeharto definitely should lead to fransform political
clientelism into more democratic political practices thal based on
citizenship. Howeuver, the experience of Prosperous [ustice Party
in enhancing party-based philanthropy activities in Yogyakarta
shows that political clientelism did not fade away, but have been
transformed into new type of clientelism which is more plural.
The clients has grown into more autonomous but segmented. This
paper concludes that the pattern of clienielinm in confemporary
Indonesian politics has been changed from dependent and dontinant
relations into asymmetrical and reciprocal political transaction
between more plural patrons and relatively aitonemous clients.
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Runtuhnya Klientelisme Politik di era Demokratisasi?

Dalam beberapa dasawarsa, praktik politik klientelistik masih
sangat kental mewarnai dinamika politik di Indonesia. Praktik ini bia-
sanya ditandai adanya penguasaan sumberdaya publik oleh minoritas
elit, terutama elit negara. Pada saat yang sama tampak ketergantungan
klien terhadap sumberdaya tersebut. Alokasi dan distribusi berbagai
sumberdaya publik kemwdian lebih merupakan bentuk pertukaran anta-
ra kedermawanan sang patron dengan loyalitas politik sang klien.

Tentu saja kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi proses
demokratisasi di Indonesia saat ini. Sebab demokratisasi dibayangkan
bukan hanya sebagai proses instalasi institusi, mekanisme dan prosedur
demokratis formal melainkan juga diharapkan akan menjadi ruang pen-
ting bagi upaya mendorang pola-pola hubungan yang lebih demokratis
dalam urusan publik. Idealnya, dalam suasana yang demokratis, warga-
negara bisa melakukan kontrol terhadap urusan-urusan publik tanpa ada
lagi diskriminasi dan praktik-praktik klientelisme akan tergerus.

Oleh karena itu, tulisan ini berusaha untuk mengidentifikasi le-
bih jauh bagaimana pengaruh proses demokratisasi di Indonesia terhadap
praktik politik klientelistik. Untuk menjawab pertanyaan kunct tersebut,
tulisan ini mengkaji secara mendalam tentang aktivitas kedermawanan
sosial Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di wilayah Yogyakarta. Pertimba-
ngan mendasar ketika tulisan ini memfokuskan kajian pada Partai Keadi-
lan Sejahtera, adalah 'S5 merupakan salah satu partai politik di Indonesia
dengan intensitas yang sangat sering dalam menginisiasi aktivitas keder-
mawanan sosial dengan desain kelembagaan dan jaringan yang lebih ter-
lernbaga dalam mengelola aktivitas kedermawanan sosjal di indonesia.

Pola Klientelisme dan Pariai Politik

Gagasan tentang klientelisme memang bukan sebuah gagasan
yang baru dalam kajian-kajian ilmu politik terutama yang membahas
fenornena relasi dan pola kekuasaan dalam perpolitikan negara-negara
berkembang.? Argumennya sederhana, yaitu: ada entitas politik formal,

1 Dalam beberapa literatur ilmu politik, penggunaan istilah patronase dan
klienteltsme seringkali dipertukarkan tanpa terlatu hirau untuk membedakan
keduanya. Namun Alex Weingrod (1968: 398) menggaris bawahi bahwa
penggunaan istilah klientelisme mulai mengemuka ketika beberapa ilmuwan
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terutama negara, yang menguasai sumberdaya politik dan ekonomi yang
sangat luas yang kemudjan menjadi patron yang budiman atau dikenal
sebagai power house state (Bandingkan Schiller, 1996). Warga, yang belum
selesal mengalami transformasi identitas dari basis askriptifnya, lebih
merupakan sekumpulan orang (denizen) yang berharap “kedermawanan”
entitas politik formal tersebut atau dikenal sebagai klien.

Menariknya, kajian patronase dalam ilmu politik lebih sering di-
kaitkan dengan konteks politik kepartaian. Patronase seringkali dipaha-
mi sebagai sistem insentif atau sebuah “mata uang” politik yang digu-
nakan untuk membiayai aktivitas dan respon politik. Patronase diyakini
sebagal sebuah jalan yang digunakan oleh para politisi di partai politik
untuk mendistribusikan sesuatu yang spesifik dalam public goods yang
akan dipertukarkan dengan dukungan politik dari yang diberi. Patron-
ase bisa juga dipahami sebagai bentuk respon pemerintah terhadap tun-
tutan kelompok kepentingan, dalam hal ini partai politik, yang mengi-
nginkan adanya kebijakan tertentu dalam mendistribusikan barang
publik (Weingrod, 1968:379).

Patronase tercermin dalam penggunaan sumberdaya-sumberda-
ya publik melalui pola pertukaran yang bersifat langsung dan partikular
antara klien dengan politisi atau fungsionaris partai politik. Yang dimak-
sud dengan “langsung” adalah, berbeda dengan hubungan-hubungan
programatik, sang partai politik mampu mengidentifikasi klien-klien
mereka secara individual dan terlibat dalam pola hubungan pertukaran
yang seperti pola kontrak dimana di dalamnya politisi menyediakan
barang atau layanan jasa yang dipertukarkan dengan beberapa bentuk
dukungan. Secara tipikal, patronase dalam politik kepartaian ini tersem-
bunyikan dalam tujuan-tujuan resmij dan tentu saja kebanyakan tidak
melanggar norma-norma hukum. Namun sang klien yang menerima lay-
anan dan barang publik tersebut menyadari bahwa mereka tidak mung-
kin mendapatkan berbagai barang dan layanan tersebut tanpa adanya ja-
linan hubungan dengan partai politik tersebut. Sebagaimana ditegaskan
oleh Miiller (2006:189).

polittk menceba menjelaskan sebuah pola baru patronase yang lebih
menonjolkan peran sosck partai politik dibandingkan sosok orang kuat.
Fenomena tersebut kemudian dikenal dengan istilah clientela atau political
party directed patronage.
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“Biasanya, jalinan hubungan dengan pariai politik dianggap
esenstal Karena niercha Kesulitan berhnbungan deypgan bivokrasi
yang tidak efisien dan tidak responsifatau mereka sebagai klien sadar
betul bahwa jalinan hubungan partar politik menungkinkan untuk
membuka peluang diskresi adwministrasi yang bisa menguntungkan
klien, meskipun kadang sampai pada pelanggaran hukum.”

Dalam patronase politik, pola hubungan kedua entitas yang ada le-
bih berwatak dualistik dibandingkan dualisme dan lebih mencerminkan
sebuah pertukaran politik limbal-balik asimetris. Sebuah hubungan yang
ditandai oleh pemberian sumberdaya ckonomi dan politik dari sang pat-
ron yang biasanya memiliki kekuasaan vang bersifat personal dan adanya
pamrih loyalitas dan dukungan politik dari sang penerima “derma”. Pola
pertukaran politik inilah vang dikenal sebagai bentuk klientelisme dalam
ranah politik. Klientelisine politik, dalam pengertian vang paling seder-
hana, digambarkan sebauai distribusi keuntungan-keuntungan yang, ter-
seleksi kepada individu atau kelompok vang teridentifikasi secara jelas
vang akan ditukar dengan dukungan politik dari penerimanya (Hopkin,
2006b; bandingkan dengan Eisenstadt & Romiger, 1980).

Namun penggunaan istilah klientelisme sendiri masih kontro-
versial disebabkan oleh luasnya dan variatifnya pola pertukaran politik
yang bisa digambarkan olch istilah ini. Sebagaimana diuraikan lebih
mendalam oleh Jonathan Hopkin (2006b), klientelisme merupakan se-
buah bentuk pertukaran yang sifatnva personal dan biasanya dicirikan
dengan adanya sejumlah kewajiban dan bahkan juga adanya hubungan
kekuasaan yang tidak seimbang di antara mercka yang terlibat. Pola hu-
bungan ini ditandai dengan aktivitas-aktivitas patron yang menyediakan
untuk sang klien berupa akses kepada sarana-sarana dasar subsistensi
dan terbentuknya pola hubungan yang resiprokal dengan sang klien me-
lalui aktivitas yang mengkombinasikan antara pelayanan dan penye-
diaan barang ekonomi.

Meskipun demikian, setidaknya ada dua elemen penting yang
melekat dalam aktivitas klientelisme. Pertama, resiprositas (tipe pertuka-
ran dari sebuah hubungan). Pada tipe pertukaran sebuah hubungan, dua
kelompok terlibat dalam penyedijaan barang dan layanan dan saling ber-
bagi manfaat yang saling menguntungkan dalam kondisi relatif saling
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sukarela sehingga tindakan-tindakan klientelisme tidak bisa ditemukan
dalam sistem politik yang otoriter total atau model-model hubungan per-
budakan dan pertuanan. Patron mempertukarkan sumberdaya {peker-
jaan dan perlindungan) dengan suara, dukungan, loyalitas klien. Kedu-
anya tersambungkan melalui jalinan kepentingan dan “pertemanan”.
Kedua, adanya ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan berlangsung dalam
pertukaran tersebut dikarenakan sang patron memiliki beragam sum-
berdaya sedangkan klien mentransformasikan pola hubungan tersebut
menjadi pola vertikal, yang kemudian mensyaratkan adanya superioritas
satu terhadap yang lain dalam hubungan tersebut (Erawan, 2008).

Secara teoritik, sebagaimana uraian Jamess Scott (dalam Erawan,
2008) aktivitas klientelisme akan hadir dan menguat disebabkan oleh be-
berapa sebab berikut ini: (1) Sumberdaya penting dikelola dan dikont-
rol oleh kelompok tertentu di dalam masyarakat. Bentuk sumberdaya
tersebut biasanya berupa alokasi ekonomi seperti tanah atau pekerjaan,
keuntungan atau ketidakpastian yang dihasilkan melalui manipulasi ke-
kuasaan organisasional. (2) Sang patron secara sangat kuat meminta atau
mensyaratkan adanya “layanan” balik yang bisa disediakan oleh klien.
(3) Kelompok-kelompok klien secara keseluruhan akan dicegah untuk
bisa memperoleh akses terhadap sumberdaya yang dikontrol oleh kelom-
pok patron. Kondisi ini juga berlangsung sebagai akibat dari kegagalan
kelompok klien merumuskan kepentingan umum mereka dan kegagalan
untuk mengorganisir diri mereka sendiri dalam mencapai kepentingan
umum mereka. (4) Tiadanya sebuah etika alokasi publik yang diimple-
mentasikan secara efektif. Yang dimaksud dengan etika publik ini ada-
lah sebuah mekanisme atau sistem yang didalamnya sumberdaya publik
dialokasikan dan dipertukarkan berdasarkan kriteria-kriteria universal
dibandingkan kriteria-kriteria personal atau privat.

Yang menarik, praktek klientelisme sendiri bertransformasi sesu-
ai transformasi sostal yang ada. Gambaran tentang praktek klientalisme
yang diuraikan sebelumnya lebih merupakan ekspresi pola hubungan
patron-klien yang sifat hirarkis dalam masyarakat tradisional pedesaan
yang sangat kental dengan nuansa feudalismenya.? Proses modernisa-

2 Manifestasisebuahrelasi klientelistik dalam politik riil senyatanyahadirdalam
beragam jalan karena tergantung pada jenis sumberdaya yang disediakan
oleh sang patron dan bentuk atau jenis barang atau jasa yang dituntut
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si yang sedemikian massif telah mengubah pola hubungan patron-klien
tradisional tersebut dan kemudian membentuk pola “klientelisme baru”
yang ditegaskan Hopkin (Ibid) berikut:

“Sociveconomic modernization brought greater geographical
mobility and wurbanization, higher levels of education, the
replacement of agrarian by industrial employment, and the decline
of traditional rurai efites. These developments weakened traditional
patron-client ties, which made way for new forms of exchange.
Organized political parties, with relatively  bureaucratized
structures, replaced fandlords and local notables as patrons. Clients,
enjoying higher living standards and less instinctively deferential,
demanded niore immediate material benefits in exchange for their
votes. In this new, ‘mass party’ chentelism, patrons have to ‘buy’
votes by distributing concrete excludable benefits and favours fo
individual voters or groups of voters.”

Bentuk klientelisme baru ini memiliki kesamaan dalam beberapa
hal dengan klientelisme lama. Hubungan antara patron dan klien masih
bersifat instrumental dan keuntungan yang diberikan kepada para klien
masih sebagian besar bersifat privat dan terseleksi. Meskipun demikian
ada beberapa perbedaan antara klientelisme lama dengan yang baru,
vaitu (Hopkin, 2006a:407}: Pertama, pola hubungan mereka sudah tidak
terlalu hirarkis dan mulai lebih “demokratis”. Dalam pota hubungan ini
masih terdapat ketidakseimbangan kekuasaan antara patron dan klien.
Sang patron masih mengontrol sumberdaya yang dibutuhkan oleh klien,
narun klien tidak lagi terlalu tergantung kepada patron. Merasa lebih
bebas untuk menentukan suara mereka —sebagai komoditas yang diper-
tukarkan- sesuai dengan yang mereka inginkan untuk memaksimalkan
kegunaannya. Kedua, sebagai efek dari pola hubungan yang tidak lagi hi-
rarkis dan personal. Bentuk klientelisme baru lebih kondusif bagi terpo-

oleh warga dan harus dipenuhi. Dalam kebanyakan konteks masyarakat
tradisional, klientelisme terpola dalam sebuah hubungan loyalitas dan respek
yang mengakar kuat dalam budaya sehingga sang patron bisa mendapatkan
dukungan politik fanpa harus memberikan terlalu banyak keuntungan bagi
kliennya (Hopkin, 2006a:409).
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Janya fluiditas dan perubahan dalam perilaku pemilih dalam pemilihan
umum sehingga membuka selebar-lebarnya kemungkinan bagi kompeti-
si yang lebih terbuka dan hadirnya atau menghilangnya sekelompok elit.

Klientclisme baru biasanya muncul dalam masyarakat yang be-
rada dalam struktur ekonomi yang lebih maju dan memberikan dampak
yang berbeda terhadap politik kepartaian yang ada.®* Klientelisme baru
lahir dalam kondisi peran negara yang semakin kuat dan meluas dalam
sendi-sendi aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial. Dalam khientelisme
baru, partai politik sebagai organisasi cenderung lebih mengemuka seba-
gai patron dibandingkan individu-individu yang ada didalamnya. Para
pimpinan partai politik tidaklah seotonom para patron individual dalam
pola-pola klientelisme lama. Mereka justru kini mulai tergantung pada
partai politiknya. Implikasinya, berbagai aktivitas klientelistik, dalam
pola klientelisme baru, didistribusikan oleh anggota partai politik, yang
mendapatkan otorisasi untuk melakukan hal tersebut dari lapis yang le-
bih tinggi dalam hirarki partai politik. Klientelisme baru ini kemudian
menjadi cenderung lebih terbirokratisasi dan tidak lagi terlalu terpersona-
lisasi meskipun kontak personal antara wakil partai politik dengan pemi-
lih-pemilih individual masih tetap terjaga unfuk memelihara hubungan.
Bentuk klientelisme baru ini selaras dengan kohesi sosial dan formalisasi
rantai komando dalam partai politik sehingga seringkali justru dianggap
sebagai salah satu jalan yang mengindikasikan adanya institusionalisasi
partai politik (ibid:408-409).

3 Praktek klientelisme baru nampaknya berjalan dalam masyarakat modemn
vang demockratik. Salah satu kasus yang seringkali dikutip adalah kasus
“Pork-barrel legislation” di Amerika Serikat. “Pork-barrel legislation”
merupakan aktivitas penggunaan dana publik oleh anggota Kongres (atau
lembaga legislatif lainnya) untuk membiayai berbagai aktivitas proyek yang
tidak memiliki hubungan dengan kepentingan sebagian besar warga. Proyek
ini lebih diinisiasi atau dipromosikan oleh sekelompok kecil anggota legisiatif
yang mendorong penggunaan uang hasil pajak dan sumberdaya lainnya
untuk dialokasikan ke wilayah-wilayah yang mereka wakili (tempat mereka
terpilih). Aktivitas ini membuat para anggota legislator akan dipilih Jagi oleh
para konstituennya dalam pemilihan umum berikutnya. Biasanya dana-dana
tersebut dialokasikan untuk pembangunan bendungan, perbaikan sungai
dan pelabuhan, pembangunan jembatan dan jalan raya, pusat pelatihan kerja,
dsb. (http://www_aubum.edu/~johnspm/gloss/pork-barrel_legislation).
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Lalu proses transformasi klientelisme seperti apa yang mampu
didorong ke arah yang lebih “demokratis” dan pelan-pelan memberikan
kontribusi yang positif terhadap proses demokratisasi? Basis dan kondisi
seperti apa yang bisa menjadi “struktur kesempatan politik” untuk ment-
ransformasikan pola pertukaran klientelistik menjadi pola hubungan ke-
warganegaraan (citizenship)?

Kemampuan mentransformasikan bentuk-bentuk klientelisme
agar lebih demokratik sangat tergantung, dalam fase awal, pada sebera-
pa jauh proses pluralisasi sumberdaya kekuasaan politik bisa didorong,.
Dalam sistem politik yang monolitik, kekuasaan cenderung memusat se-
hingga penguasaan sumberdaya ekonomi dan politik menjadi cenderung
sentralistik sehingga membuka peluang menguatnya kapasitas sang pat-
ron dan tertutupnya kesempatan kekuatan-kekuatan subordinat untuk
turut menguasainya. Pluralisasi sumberdaya kekuasaan akan mendo-
rong munculnya penguasa-penguasa sumberdaya ekonomi dan politik
sehingga memungkinkan adanya faksionalisast dan “kompetisi” antar
patron sehingga kondisi ini bisa mendorong klien untuk bisa memba-
ngun posisi tawar yang lebih kuat. Dalam kondist sepert ini pola pertu-
karan yang sebelumnya bersifat asimetris dan subordinasi akan mampu
didorong menjadi pola hubungan resiprokal yang bersifat relatif simetris
dan transaksional (Bandingkan dengan skema 1).

{Authoritarian) (Democracy)
CENTRALISM ———>> CLIENTELISM T————> CENTRALISM

Inequality Reciprocal
Sumber: Erawan, 2008

Tentu saja, hanya ruang-ruang politik yang demokratik yang me-
mungkinkan pluralisme politik bisa berjalan. Misalnya, perubahan sis-
tem pemilihan umum dan sistem kepartaian yang cenderung mendorong
adanya kompetisi penuh di antara clit politik serta adanya partisipasi pe-
nuh dari masyarakat akan cenderung memutus pola-pola hubungan per-
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tukaran politik yang isolatif, solid dan monolitik serta membuka pelu-
ang posisi tawar klien serta terpolanya hubungan pertukaran yang jauh
lebih transaksional.

Proses transformasi klientelisme menjadi pola pertukaran yang
lebih demokratik akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur so-
sial masyarakat itu sendiri. Ketika struktur sosial sudah semakin komp-
leks dan negara sudah ditransformasikan menjadi entitas politik solid,
populasi sudah semakin sejahtera dan semakin terdidik serta loyalitas
kelas semakin dalam, maka mesin partai politik akan semakin berkurang
dalam menawarkan insentif bagi pemilih (Harrop & Miller, 1987: 32).

Berbagai basis struktur sosial-politik akan tidak cukup berman-
faat mendorong proses transformasi pola pertukaran klientelistik apabila
tidak ditopang oleh kapasitas agensi untuk melakukan proses pelemba-
gaan politik dan peningkatan kapasitas institusi politik formal di tengah
politik yang plural. Proses ini juga harus ditopang dengan kapasitas un-
tuk melembagakan rule of law dan etika publik tentang proses pelayanan
sosial yang universal. Bila negara juga berhasil mengembangkan skema-
skema pelayanan sosial dalam watak ideologi welfarism bukan sekedar
benevolent state maka dapat dipastikan praktik klientelisme partai politik
akan tergerus pelan-pelan. Sementara itu, representasi politik alternatif
yang diinisiasi dan didorong jauh lebih dernokratis, pada derajat tertentu,
bisa mentransformasikan praktek-praktek klientelisme menjadi lebih
“sistemnik” dan “demokratis” dalam hubungan negara, partai politik dan
warga (Bandingkan Abers, 1998; Cornwall, Cordeiro, Delgado, 2006; Bai-
occhi {ed.), 2003).

Berkembangnya Partai Politik sebagai Patron Baru

Seiring berjalannya proses demokratisasi di Indonesia, partai po-
litik muncul sebagai sebuah kekuatan politik penting dalam berbagai
dinamika sosial yang ada. Partai politik bukan lagi sekedar entitas su-
bordinasi yang menjadi penghias kebijakan yang didominasi oleh biro-
krasi. Sebaliknya, kenyataan menunjukkan bahwa partai politik mencoba
masuk ke berbagai pori-pori sosial yang sebelumnya hanya bisa dijang-
kau oleh birokrasi. Beberapa partai politik di Indonesia juga sangat seri-
us mendorong aktivitas kedermawanan sosial, semisal pengobatan dan
pemberian ambulans gratis, penyediaan beasiswa pendidikan, pembagi-
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an SEMBAKGO, hingga penyediaan pupuk dengan harga bersubsidi dan
sewa traktor murah.

Lebih khusus, perubahan peran dan fungsi partal politik tersebut
bisa kita jumpai pada PKS. Dengan alasan untuk menegaskan pentingnya
perubahan budaya politik. PKS muncu} menjadi salah satu partai politik
vang sangat intens memainkan berbagai peran sosial di luar peran dan
fungsi partai yang paling dasar. PKS tercatat menjadi salah satu partai
politik di Indonesia yang mengelola aktivitas kedermawanan sosial de-
ngan mekanisme kelembagaan yang relatif kuat.

sejarah panjang politik di Indonesia memang mengekspresikan
kombinasi antara watak politik yang tampak “kontradikti{” satu sama
lain. Di satu sisi, kekerasan dan aktivitas koersif lainnya bukan hanya
dengan sengaja direproduksi oleh negara yang berwatak leviathan dalam
konteks relasi asimetris negara-masyarakat. Tindakan koersif juga menja-
di bagian ritus politik keseharian dalam daiam rangka menegaskan iden-
titas sosial tertentu dan menyingkirkan jdentitas yang lain dalam relasi
horizontal masyarakat (bandingkan Sidel, 2006; Robinson, 2006; Hetfner,
1993). Di sist lain, politik budiman -yang menampakkan penguasa yang
dermawan- juga menjadi sarana hegemonik untuk melestarikan keku-
asaan mefalui loyalitas dan ketertundukan yang diperintah. Penguasa
atau elit politik adalah Ratu Adil yang bukan hanya bertindak mengatur
tapi juga bisa memberikan segala bentux pengayoman meski berpamrih
kesetiaan {Bandingkan dengan Maliki, 1999; Crouch 1979; Crouch 1993).

Konteks politik Indonesia yang berwajah kekerasan sekaligus ke-
budimanan ini tampaknya disadari betul oleh para aktivis di PKS sehing-
ga mereka berusaha mentransformasikan dua fenomena yang dianggap
patologis tersebut. Oleh karena itu, PKS menginisiasi berbagai aktivitas
kedermawanan sosial yang bersifat langsung melalui berbagai bentuk
dengan tujuan utama berikut: (1) untuk mendorong perubahan budaya
serta strategi politik yang terdapat dalam kehidupan paolitik Indonesia
pasca reformasi agar bisa didorong menjadi lebih damai di Indonesia.
Aktivitas ini diyakini sebagai budaya tanding terhadap berbagai budaya-
budaya kekerasan yang menyertai aktivitas-aktivitas politik selama inj,
(1) Menginisiasi pendidikan politik yang lebih baik dan menguntungkan
untuk masyarakat dibandingkan politik uang. Aksi-aksi kedermawa-
nan sosial dianggap memberi kemanfaatan yvang lebih bagi masyarakat
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(3) Memberikan “sokongan” yang sifatnya komplementer kepada negara
yang memiliki keterbatasan dalam menyediakan layanan sosial untuk
warga.

Selain itu, semangat kepedulian sosial sebenarnya sudah menja-
di tradisi lama bagi aktivis partai ini. Pengalaman scbagai kader sebuah
gerakan sosial yang mengedepankan da'wah sosial membuat aktivitas
kedermawanan sosial seakan menjadi keharusan yang “mendarah da-
ging” dalam setiap kader partai yang sekaligus kader da'wah.! Aktivis
PKS, menegaskan bahwa kedermawanan sosial merupakan bagian dari
da'wah itu sendiri.

Pada rentang tahun 1998-1999, Partai Keadilan (PK), sering meng-
gunakan strategi-strategi “sedekah” atau pemberian langsung melalui
bhakti sosial (terutama kesehatan) dan atau pemberian SEMBAKO, teru-
tama untuk kaum miskin. Pilihan model kedermawanan sosial yang si-
fatnya “memberikan ikan daripada kail” tersebut dianggap sebuah pi-
lihan yang paling rasional karena menjadi kebutuhan paling pragmatis
masyarakat saat itu. Tentu saja, aktivitas “sedekah” ini tidak terhenti pada
periode sebelum Pemilu 1999. Hingga saat ini, pola aktivitas ini masih
menjadi salah satu program yang dominan di PKS dengan mekanisme
dan pola pengelolaan yang lebih matang dan terkoordinasi dengan baik.

Adapun frekuensi aktivitas kedermawanan sosial yang sifatnya
“sedekah” atau langsung tersebut sangat beragam. Misalnya, untuk laya-
nan kesehatan gratis ada yang sifatnya ad hoc namun tidak sedikit pula
yang sifatnya sudah menjadi rutinitas dengan frekuensi satu atau bulan
sekali. Bahkan menjelang pelaksanaan PEMILU 2009, intensitas aktivitas

4 Penulis sejak awal sudah menyadari bahwa tidak mudah membedakan
motif-motif politis dan motif-motif teologis dalam aktivitas kedermawanan
sosial yang dikelola oleh PKS. Mengingat para aktivis PKS juga sejak awal
tidak berpikir akan adanya pemisahan yang tegas antara politik sebagai
bagian dari ruang publik dan agama sebagai ruang privat. Sebagaimana
juga komunitas neo-revivalis lainnya dalam Islam, PKS memegang teguh
konsep Islam sebagai “din wa dawla” (Islam sebagai konsep keagamaan/
jalan hidup sekaligus sebagai agama yang juga mengurusi ketatanegaraan).
Konsepsi tersebut mendorong penolakan terhadap anggapan bahwa Islam
sekedar sebagai kepercayaan agama yang membatasi lingkupnya hanya pada
religiusitas pribadi belaka sekaligus memberikan kepercayaan yang besar
untuk menegaskan bahwa Islam juga menjadi penting mewarnai politik di
ranah publik (Bandingkan dengan Tibi, 2000:137).
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reguler fersebut semakin ditingkatkan. Aktivitas rutin yang terkait de-
ngan momen keagamaan biasanya berbentuk bhakti sosial dan pembe-
rian atau penyembelihan hewan qurban di kantong-kantong komunitas
miskin. Adapun dokter yang memeriksa dan obat untuk pasien disedia-
kan oleh DPD PKS.

PKS juga menginisiasi aktivitas-aktivitas yang sifatnya “membe-
rikan kail daripada ikan”. Misalnya, berdasarkan pengalaman DPD Kota
Yogyakarta, sejak tahun 2001 pengurus partai mutai mencoba untuk
mengembangkan skema-skema pemberdayaan ekonomi masyarakat, te-
rutama skema kredit dengan pola dana bergulir.

Para kader PKS juga cukup serius menggarap pendidikan mulai
dari pendidikan anak usia dini hingga dan pendidikan keagamaan. Se-
lain itu, mereka juga menyediakan lavanan kcagamaan gratis, seperti
penyediaan khotib atau da’l yang akan mengisi acara-acara keagamaan
vang ada.

Pilihan PKS untuk menggunakan aktivitas kedermawanan sosial
sebagal sarana da’'wah sekaligus komunikasi politik mereka nampaknya
ditopang oleh pengalaman kadernya vang cukup matang dalam menge-
lola aktivitas-aktivitas tersebut. Para aktivis PKS bagaimanapun juga ada-
lah aktivis gerakan Tarbivah yang terbiasa dengan melakukan da'wah so-
sial melalui aksi-aksi kemanusiaan dan kedermawanan sosial.> Sebelum

5 1lalini wajar saja karena strategi-stratey komurnikas) sosial gerakan Tarbiyah
di Indonesia sangat mirip dengan “sumber inspirasi” gerakan mereka, Al
Ikhwan Al Muslimun di Mesir. Gerakan Al Ikhwan Al Muslimun sendin
merupakan salah satu gerakan sosial keagamaan yang cukup kuat di Jazirah
Arab. Gerakan, yang diinisasi oleh Hassan Al Banna di tahun 1928, iru
mampu meraup simpati yang luar biasa dari masyarakat arab dan bahkan
mengglobal karena bisa mengkombinasikan antara aktivitas-aktivitas
keagamaan dengan aktivitas-aktivitas sosial. Al [khwan Al Muslimun yang
pada awal pendiriannya lebih merupakan sebuah organisasi da’wah, pada
perkembangan selanjutnya merambah ranah politik dijazirah Arab, terutama
ketika pemogokan umum bangsa Arab terjadi pada rentang waktu 1936 —
1939. Ketika revolusi Palestina semakin menguat pada tahun 1939, organisasi
ini retatif berhasil mengorganisir dan memobilisasi demontrasi besar-besaran
untuk memprotes Inggris beserta perwakilannya.

Pendek kata, Al Iklwan Al Mushimun sangat aktif mempromosikan aktivitas-
aktivitas kebudimanan sosial, pembangunan, nasionalisme, gerakan pro
kemerdekaan, dan reformasi pemerintahan dan sosial berdasarkan semangat-
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menjadi aktivis partai politik, para aktivis PKS biasa menjadikan sarana
pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan kermanusiaan di saat bencana
sebagail media untuk institusionalisasi norma-norma agama yang mereka
yakini di dalam masyarakat. Mereka sudah terbiasa terjun ke yayasan
pendidikan dan lembaga-lembaga filantropi berbasis keagamaan yang
ada di Indonesia.

Selain itu, para kader PKS biasanya merupakan orang memiliki
kompetensi di bidang-bidang yang menjadi fokus kedermawanan sosial
mereka, misalnya layanan medis. PKS sudah terbiasa untuk memaobilisasi
para kadernya yang memjadi dokter sukarelawan dalam aktivitas pelaya-
nan kesehatan. Walaupun tidak menutup kemungkinan PKS menawarkan
dokter-dokter yang ada di sekitar lokasi pelaksanaan pelayanan kesehatan
untuk berkontribusi secara sukarela meskipun bukan kader mereka.

Proses pelaksanaan aktivitas kedermawanan sosial sendiri dike-
loka oleh organisasi partai sendiri, organisasi underbouw atau tidak menu-
tup kemungkinan juga dengan bekerjasama dengan pihak atau organisa-
si lain. Biasanya pilihan untuk menggunakan bendera (baca: organisasi)
partal secara langsung ataukah menggunakan organisasi yang menjadi
sayap PKS sangat tergantung pada momenturmn dan bentuk kedermawa-
nan sosial yang akan dilaksanakan. Dalam kondisi force majour, berbagai
aktivitas kemanusiaan biasanya langsung dikelola di bawah “bendera”
partai. Namun dalam kondisi normal, PKS cenderung menggunakan
organisasi sayap partai tersebut untuk menghindari “kecurigaan” dari
masyarakat luas akan motif politik mereka.

Pada dasarnya, yang menjadi ujung tombak pengelolaan aktivi-
tas kedermawanan sosial di PKS adalah para kader partai yang ada di
DPR dan DPC. Sedangkan DPD lebih banyak memainkan peran sebagai
“simpul” atau mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan, termasuk kegiatan
yang melibatkan pengurus DPW PKS, serta menyediakan bantuan sum-
berdaya manusia, obat-obatan atau barang-barang lain yang akan digu-

semangat keislaman. Gerakan Al Ikhwan Al Muslimun memiliki taktik yang
mengkombinasikan antara semangat-semangat nasionalisme arab dan Pan
Islamisme melalui berbagai tindakan: dari aktivisme dan akomodasi politik
pro-rejim ke militansi dan aktivitas-aktivitas perlawanan anti rejim; dari
aktivitas filantropi dan pemberdayaan ekonomi hingga koalisi dengan partai
oposisi (bandingkan Mitchell, 1969).
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nakan dalam pelaksanaan kegiatan vang ada. Pada tingkatan DPD, PKS
memiliki seksl yang khusus menangani kegiatan-kegiatan semacam ini
dikenal dengan bidang aksi pelayanan.

Salah satu organ penting lainnya untuk mengelola aktivitas ter-
sebut secara rutin adalah Pos Wanita Keadilan (Pos-WK). Pos WK adalah
sebuah program pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, dike-
lola oleh kader wanita PKS dan diklaim scbagai program unggulan dari
bidang Kewanitaan Partai Keadilan Scpohiera di seluruh witayah hukum
Indonesia.

Selain dikelola melalui organisasi partai sendiri, PKS juga tidak
jarang bekerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan ke-
dermawanan sosial. Sejauh ini, kerjasama scperti ini lebih banyak dila-
kukan dengan organisasi yang secara kelembagaan dan personal memi-
iiki tujuan dan pemahaman nilai yang selaras dengan kader partaj ini.
Misalnya dalam mengelola dana bergulit untuk pemberdayaan ekono-
mi ummat di Kota Yogyakarta, PKS bekerjasama dengan Baitul Maal wat
Tanmwid (BMT). BMT ini lah yang discrahi untuk mengelola lebih lanjut
dana pemberdayaan ekonomi terscbut.

Kerjasama yang sifatnya ad lioc, informal dan “cair” dengan ber-
bagai organisasi sosial dan filantropi Islam, seperti Pos Keadilan Pedu-
It Ummat (PKPU), juga seringkali terjadi. Dalam konteks ini, kerjasama
dengan organisasi lain biasanya muncul Jdengan didasarkan pada rasio-
nalitas supply & demands semata. Meskipun tidak bisa dipungkirt bahwa
adu kecurigaan dari masyarakat bahwa I'E5 menggunakan strategi mo-
bilisasi dana umat, seperti dana zakat, inlay, shoda joh, dan Waqf,melalw
organisasi filantropi Islam, terutama Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU),
demi kepentingan politik partai (Bandingkan Alawiyah, 2008). Namun
kecurigaan tersebut tidak mudah dikonfirmasi atau dibuktikan dan tam-
paknya ditepis oleh aktivis organisasi filantropi tersebut.

Adapun sumber pembiayaan aktivitas kedermawanan sosial Par-
tal Keadilan Sejahtera (PKS) setidaknya bisa dipilah menjadi tiga sumber
utama, yaitu: Pertama, Kader PKS yang menduduki jabatan anggota de-
wan, baik di Dewan perwakilan Rakvat (DR} RI maupun Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah (DPRD) kabupaten/kota. Para angpgota legislatif inilah yang men-
jadi penyumbang utama bagi aktivitas kedermawanan sosial partai. Se-
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lain potongan wajib ini, gaji kader PKS yang duduk di kursi legislatif juga
masih dipotong lagi untuk membiayai aktivitas-aktivitas kedermawanan
sosial lainnya, seperti pembagian SEMBAKO, dsb. Al hasil, dari gaji po-
kok vang diterima oleh kader PKS yang duduk di kursi dewan, kurang
lebih 40% akan diberikan ke bendahara partai untuk pendanaan partai
secara umum dan 20% akan dialokasikan untuk aktivitas-aktivitas yang
ada kaitannya dengan konstituen mereka.

Kedua, sumbangan aktif dari setiap kader PKS baik yang berben-
tuk langsung dan tidak langsung. Yang dimaksud dengan sumbangan
tidak langsung kader partai adalah sumber penerimaan dana partai yang
berasal dari iuran pangkal wajib dan iuran rutin kader partaiini. Dengan
kata lain, di saat membayar iuran wajib untuk partai, maka setiap kader
PKS sebenarnya secara tidak langsung telah beramal untuk membantu
kegiatan kedermawanan sosial partai. Sedangkan yang dimaksud de-
ngan sumbangan aktif secara langsung adalah bantuan yang diberikan
secara langsung oleh kader atau simpatisan disaat kegiatan kedermawa-
nan sosial berlangsung. Sumbangan langsung tersebut sangat beragam,
mulai dari yang berbentuk uang tunai, barang-barang khusus seperti
obat-obatan dan perlengkapan medis, hingga bantuan tenaga seperti vang
disebutkan sebelumnya. Peran kuat turan atau sumbangan kader dalam
berbagai aktivitas PKS ini, termasuk untuk aktivitas kedermawanan so-
sial mereka, tidak lepas dari tradisi “Kas Kami dari Kantong Kami” yang
cukup kuat dibangun di dalam tubuh partai ini.

Ketiga, sumbangan simpatisan partai atau masyarakat luas. Ada-
pun jumlah dan bentuk sumbangan dari simpatisan atau masyarakat
luas ini sangat variatif karena sangat dipengaruhi oleh momentum dan
aktivitas kedermawanan sosial itu sendiri. Ketika dalam kondisi darurat,
seperti bencana alam, dsb, PK5 sangat mudah memobilisasi sumbangan
masyarakat dikarenakan masyarakat sendiri melihat adanya aksi bantu-
an kemanusiaan konkrit partai, seperti pembentukan posko bencana, tim
sukarelawan, dsb. Namun dalam kondisi normal boleh jadi bantuan atau
sumbangan masyarakat tersebut tidak terlalu banyak dikarenakan mere-
ka melihat aktivitas-aktivitas kedermawanan sosial PKS sebagai aktivitas
yang lebih bermotif politis dibandingkan motif kemanusiaan.

Setiap kegiatan kedermawanan sosial yang dikelola oleh kader
PKS juga harus dikelola dengan mekanisme akuntabilitas internal yang
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sudah ditentukan oleh partai politik. Misalnya, dana stimulan vang di-
berikan oleh DPD untuk kegiatan sosial biasanya dipertanggungjawab-
kan secara transparan meskipun tidak sampai detail mengingat bantuan
tersebul terlalu banyak. Bentuk pertanggungjawaban yang paling lazim
adalah memberikan laporan pelaksanaan kegiatan yang sifatnya deskrip-
tif, semisal lokasi, waktu pelaksanaan dan jumlah peserta.

Selain memainkan peran kebudimanan langsung dengan citra se-
bagai partai politik yang peduli, PKSjuga berusaha mendorong, apa yang
mereka klaim sebagai advokasi kebijakan publik. Anggota PKS yang ada
di Dewan mendorong alokasi anggaran publik yang ada bisa berpihak
kepada konstituen mereka atau masyarakat secara luas. Aktivitas advo-
kasi tersebut mulai dari sekedar memberikan informasi atau sosialisa-
s1 kepada publik seperti beasiswa, pemberian jaminan kesehatan untuk
masyarakat apabila dirawat di rumah sakit.

Lebih jauh, PKS juga berusaha membantu basis konstituen me-
reka atau masyarakat secara luas untuk mengakses dana-dana APBD
vang dialokasikan untuk masyarakat, semisal dana pemberdayaan eko-
nomi warga, pembuatan suniur resapan, atau perbaikan kampung,dsb.
Demikian juga, apabila ada persoalan komunikas: antara masyarakat
dengan birokrasi atau pelayanan publik yang tidok memuaskan, seperti

Liyanan rumah sakit, dsb, para legislator dnerah yang berasal dar PKS
ikan mecoba mengkomunikasikannva langsung dengan pihak atau
instansi terkail. Misalnya, friaksi PKS di kota Yogyakarta pernah men-
Jdurong adanya anggaran bantuan pembinasn rumah-rumah ibadah,
bukan hanya masjid di kota Yogyakarta. Saat ini mereka juga sedang
mengupayakan adanya alokasi asurans: kesehatan untuk pengurus ru-
mah ibadah.

Politik Transaksi dan Negosiasi Klien

Relasi intensitas bhakti sosial dan peningkatan suara ternyata ti-
dak selalu korelatif sehingga PKS sendiri tidak selalu membutuhkan kla-
sifikasi politis tertentu terhadap komunitas masyarakat yang akan menja-
di sasaran kegiatan kedermawanan sosial mercka. Daerah di mana PKS
perolehan suara tinggi di dalam PEMILU tidak serta merta akan menjadi
sasaran kedermawanan sosial secara terus menerus atau dengan intensi-
tas tinggi. Sebaliknya, daerah yang bukan basis utama pendukung PKS
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juga tidak jarang menjadi sasaran kedermawanan sosial dengan imtensi-
tas yang cukup sering.

Oleh karena itu, proses penentuan sasaran kegiatan kedermawa-
nan sosial di PKS akhirnya lebih ditentukan oleh adanya kebutuhan. Ada-
pun indikator untuk menentukan tingkat kebutuhan tersebut adalah se-
berapa besar keterjarakan suatu komunitas dengan pelayanan publik yang
diberikan oleh pemerintah. Apabila layanan sosial pemerintah terhadap
sebuah komunitas terlalu lemah atau memiliki keterbatasan maka PKS
akan mencoba menginisiasi aktivitas kedermawanan sosial di komunitas
tersebut. Lebih lanjut, para kader PKS kemudian akan mengidentifikasi
kebutuhan yang lebih spesifik dari komunitas tersebut, seperti apakah
mereka membutuhkan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, lingkun-
gan, pelatihan pembuatan kompos, dsb. Pilihan indikator tersebut tidak
lepas dari asumsi mereka bahwa aktivitas kedermawanan sosial partai
merupakan komplementer terhadap aktivitas layanan sosial negara.

Namun demikian, Identifikasi sasaran aktivitas kedermawanan
sosial di PKS tidak bersifat sporadis. PKS sendiri telah membuat prioritas
program yang sifatnya tahunan. Prioritas program tahunan itu berisi ten-
tang program-program mana yang perlu didahulukan, dimana dan ka-
pan pelaksanaan. Skala prioritas ini bersumber dari data lapangan yang
berasal dari kader-kader dan pengalaman selama membangun interaksi
sosial antara kader dan masyarakat.

Identifikasi kebutuhan tersebut — yang bisa berasal dari usulan
para kader yang ada di kepengurusan atau inisiatif konstituen mereka
atau masyarakat luas- juga seringkali terkait dengan tujuan dari penye-
lenggaraan kedermawanan sosial itu sendiri. Tidak jarang kalau usulan
itu berasal dari internal kader partaj, inisiasi aktivitas kedermawanan so-
sial dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun komunikasi sosial
dengan komunitas masyarakat yang bukan konstituen mereka. Namun
kalau usulan tersebut berasal dari masyarakat, biasanya dapat dipasti-
kan komunitas yang mengusulkan tersebut merupakan simpatisan atau
konstituen PKS.

Adapun skala prioritas untuk waktu penyelenggaraan aktivitas
kedermawanan sosial atau pemberian bantuan dari DPD PKS lebih bany-
ak ditentukan oleh siapa yang memasukkan proposal terlebih dahulu ke-
pada pengurus DPD PKS. Misalnya, berdasarkan pengalaman selama ini,
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pengurus DPD PKS biasanya seringkali dihadapkan dengan ketersediaan
tenaga dokter yang terbatas. Sehingga ketika terjadi pengajuan proposal
kegiatan layanan kesehatan dengan pelaksanaan kegiatan kebetulan ber-
samaan, maka pengurus DI’D PKS akan memprioritaskan pada proposal
yang terlebih dahulu masuk.

Sedangkan prioritas bentuk program kegiatan yang akan dilak-
sanakan lebih banyak tergantung pada organ mana yang akan melaku-
kan serta dana yang tersedia. Untuk Pos Wanita Keadilan akan didorong
untuk menentukan prioritas aktivitas ketika menvelenggarakan kegiatan
vang terkait dengan ibu-ibu, scperti pengajian, PAUD, dsb. Demikian juga
dengan Pandu Keadilan yang lebih fokus pada bapak-bapak dan masya-
rakat umum.

Hal yang menarik untuk dicatat adalah proses inisiasj dan penen-

luan sasaran dan pelaksanaan kegialan tetap berada dalam rangkaian
“rantai politik” kepengurusan partai. [0'Ra menjadi inisiator utama da-
lam proses penentuan sasaran kedermawanan susial dan sekaligus ber-
tindak sebagai desainer pelaksanaan keglatan. Setiap DIPRa mempunyai
keleluasaan untuk menentukan apa dan bagaimana format kegiatan ke-
lermawanan sosial yang akan dilakukan. Malam proses ini, DPRa atau
1IP'C lebih banyak berperan sebagai sumber informasi. Usul #tu kemudian
diajukan kepada DI'D untuk dimintakan porsetujuan sekaligus bantuan
pembiayaan dan tenaga yang kompeten.

Mekanisme vang sama juga berlangsung untuk aktivitas keder-
mawanan sosial yang sifatnya bukan “sedekah” dan dikelola bersama
mitra. Misalnya, dana bergulir untuk pemberdayaan ekonomi ummat
meskipun dikelola oleh BMT namun tetap memberikan peran yang san-
gat kuat buat DPC dan DIPRa. DPC PKS dan DPRa PKS berfungsi untuk
memberikan informasi siapa dan dimana anggota atau komunitas masya-
rakat yang membutuhkan hal tersebut sekaligus merekomendasi mereka
untuk mendapatkan dana ini.

Hal yang menarik adalah para kader PKS mengakui bahwa pola
hubungan mereka dengan komunitas vang menjadi sasaran aktivitas ke-
dermawanan sosial bersifat cair dan lebih cenderung resiprokal bukan
transaksional.

Di satu sisi, Kader PKS menganggap sasaran aktivitas kederma-
wanan sosial mereka bukan sekedar sumber dukungan politik atau kan-
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tong suara melainkan juga sebagai manusia yang menjadi sasaran da'wah
sechingga mesti dikesampingkan sekat-sekat identitas sosialnya, seperti
pilihan politiknya. Maka tidak mengherankan apabila sasaran kederma-
wanan sosial mereka malah boleh jadi merupakan basis partai politik
lainnya bukan hanya konstituen setia mereka.

Kalaupun memang ada, motif politis yang mendasarinya adalah
untuk membangun citra politik lebih luas sebagai partai peduli, menarik
simpati anggota masyarakat dan mengembangkan komunikasi politik
yang kuat dengan masyarakat dibandingkan mengembangkan upaya-
upaya transaksi atau “jual-beli” suara pendukung dengan imbalan SEM-
BAKO atau layanan sosial. Berdasarkan hasil evaluasi internal di kalan-
gan kader PKS DPD Kota Yogyakarta, tidak ada korelasi langsung antara
peningkatan suara PKS di dalam Pemilu dengan intensitas layanan sosial
yang diberikan oleh partai tersebut di sebuah daerah atau di komuni-
tas tertentu. Aktivitas layanan sosial semacam layanan kesehatan lebih
merupakan media yang bisa mempertemukan antara kader PKS dengan
masyarakat untuk mengkomunikasikan isu-isu publik atau politik kese-
harian dengan suasana yang lebih cair.

Di sisi lain, masyarakat yang menjadi sasaran aktivitas kederma-
wanan sosial cenderung lebih dewasa sekaligus pragmatis dalam me-
nyikapinya. Mereka cenderung menerima saja apabila kader-kader PKS
menawarkan program layanan kesehatan atau bhakti sosial meskipun
mereka belum tentu merupakan simpatisan atau pendukung partai ter-
sebut. Walaupun tetap ada juga daerah-daerah yang tidak bisa mereka
tembus dan cenderung resisten karena tidak disetujui atau direstui oleh
pengurus RT/RW atau tokoh masyarakat setempat.

Demokratisasi dan Transformasi Klientelisme di Indonesia

Pertanyaan mendasar adalah seberapa jauh pengaruh dari proses
demokratisasi di Indonesia bisa mentransformasikan praktik klientelis-
me yang ada?

Sebagaimana kita mafhum, pasca tahun 1998, dinamika politik di
Indonesia berkembang menjadi lebih pluralis. Negara terpecah menjadi
Pusat dan Lokal sekaligus bukan lagi menjadi satu-satunya entitas yang
memiliki sumberdaya ekonomi dan politik dan aktor politik menjadi se-
makin heterogen (Bandingkan dengan Porter, 2002:14). Partai politik ke-
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mudian menjadi entitas politik yang pelan-pelan berhasil menguasai ser-
ta menentukan alokasi dan distribusi sumberdava ekonomi dan palitik
di ranah publik. Corak parliy-based goocrmnent yang mulai dikembangkan
trendorong partai politik sebagai salah satu aklor penentu jalannya pro-
st's negosias, kelegangan, dan konsensus dalam proses politik vang ada.

Ketika partai politik turut menentukan nasib sumberdaya publik
maka partai kemudian menjelma menjadi patron baru. Dengan pengu-
asaan terhadap akses sumberdaya publil tersebul, partai politik kemu-
dian berusaha mendapatkan dukungan suara dan loyalitas pemilih atau
ronstituennya melalui politik kebudimarar, Mereka menjadi free rider
1ari melemahnya kapasitas negara dalam memenuhi kebutuhan-kebutu-
han dan layanan dasar warga akibat krisic ckonomi dan politik yvang me-
nimpanya. Partai politik menjadi sang budiman baru dan menjadi tem-
ol hr:'-:'g,antnnl; Tﬂa;;.j_.-'m':lknl ketika porubahan ;'-r'lftl-: vang ada memang
tidak bisa menstruktur ulang habitus politik kebudimanan dalam wajah

olitik Indonesia dan hanya mendorons purubahan aktor penguasa sum
berdaya publik.

Lebih jauh, warga juga tidak cukup punva banvak kesempatan
untuk menentukan alokasi sumberdava publik tersebut karena otori-
tas yang kuat masih ada di tangan politisi dan birokrasi schingga pola
lwbungan tidak setara antara partal schagat patron dengan masyarakat
sebagai klien masih terasa. Memang ada vpaya-upava pelibatan publik
dalam mekanisme penjaringan aspirasi masvarakat namun lebih bersifat
susialisasi atau konsultatif belaka,

Dalam pengalaman IPKS di Yogyakarta, kecenderungan tersebut
semakin terinsitusionalisasi secara kuat. Meskipun tidak menyebutkan
sucara eksplisit, aktivitas kedermawanan sosial vang didorong oleh partai
ini tidak lepas dari kepentingan politik utuk menegaskan sebuah citra
politik budiman sebagai partai yang peduli. Hasrat politik untuk mempe-
roleh dan memperlebar kekuasaan dalim arti yvang Jebih Juas -vang me-

mang sesuatu yang dasariab dari «etiap parta Tmlirik mampiLt dikemas
secara apik dan terlembaga dalam berbazar aktivitas-aktivitas sedekah
Jdan layanan sosial yany; diklaim bersifat komplementer terhadap aktivi-
tas vang semestinva dilakukanoleh negara Flal yang wajar karena aktivis
partai ind sudah cukup lama malang miclintang dalam aktivitas-aktivitas
filantropi Islam sebelum menjadi aktivis partai politik. Dengan demikian,
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tampaknya partai politik kini menjadi penerus praktik-praktik klientelis-
me dalam wajah yang lebih baru.

Dalam klientelisme baru ini sang patron memiliki beberapa ciri
khas yang sangat kentara, yaitu:Pertama, praktik klientelisme lebih te-
rinstitusionalisasi. Partai politik secara kelembagaan muncul menjadi
patron bukan sekedar tokoh atau pengurus utama partai tersebut. Semua
aktivitas-aktivitas kedermawanan sosial yang ada dikelola dalam meka-
nisme, strategi kelembagaan serta struktur komando yang jauh lebih ter-
lembaga.

Lebih lanjut, ketika PKS memainkan pola klientelisme baru se-
perti negara, peran-peran intermediari antara sang patron dan klien kini
lebih banyak dimainkan oleh rantai kepengurusan dan organisasi under-
bouw mereka. DPRa dan DPC memainkan peran sentral dalam menen-
tukan kemana alokasi atau sasaran aktivitas kedermawanan sosial dan
siapa yang berhak mendapatkan pinjaman dalam dana bergulir pember-
dayaan ekonomi umat. Boleh jadi, kondisi ini memang tidak lepas dari
karakter PKS yang memiliki tradisi kaderisasi dan rantai komando yang
sangat kuat dan jelas.

Kedua, sang patron memanfaatkan sumberdaya publik lebih va-
riatif. Setidaknya ada beberapa mekanisme yang digunakan oleh PKS
dalam memanfaatkan dana publik untuk dalam pola klientelisme baru.
Beragam mekanisme tersebut menghasilkan efek “patologis” yang berbe-
da terhadap anggaran publik yang ada. Berikut ini beberapa mekanisme
yang digunakan:

a. Pemanfaatan sumberdana yang merupakan penghasilan kader
yang menduduki jabatan publik, terutama sebagai anggota leg-
islatif. PKS mewajibkan anggotanya untuk memberikan sekitar
60% dari penghasilan bersih sebagai anggota Dewan untuk mem-
biayai aktivitas partai dan aktivitas kedermawanan sosial yang
ada. Kondisi ini telah mendorong kecenderungan anggota PKS
untuk menolak penurunan gaji anggota Dewan. Dengan kata lain,
implikasi ketika anggota Dewan menjadi “mesin ATM” untuk
partai maka akan memunculkan praktik budget maximizing dalam
anggaran publik.

b. Mendorong alokasi tertentu dalam dana publik untuk kepenti-
ngan konstituen mereka. PKS bukan hanya mengembangkan ber-
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bagai aktivitas layanan sosial tapi juga memfasilitasi masyarakat
untuk mengakses dana publik sepertt dana pembangunan kam-
pung, dana pembinaan rumah ibadah, pemberdayaan ekonomi
dsb. Dalam banyak pengalaman, ketika para politist mendefinisi-
kan apa yang disebut scbagai schagai kepentingan masyarakat
lebih banyak mengarah pada kepentingan konstituen Jdi daerah
pemilihan mereka, Praktik pemantataan dana publik ala pork bar-
rel legislation ini, lagi-lagi, potensial menciptakan pola pembelan-
jaan dana publik yang tidak oplimal dan tepat sasaran, membuka
peluang praktik buri: rente dan tidak jarang oleh sebagian orang
dianggap sebagai bentuk lain dav] praklik korupsi (Bandingkan
Hogwood & Peters, 1985: 142-143).

Namun proses demokratisasi di Indonesia juga menciptakan kom-
pelisi antar partai politik vang sedemikian kuat. Negara tidak lagi mem-
batasi hasrat setiap warganegara untuk mendirikan partai politik untuk
bertarung dalam PEMILL asalkan memenuhi syarat yang ditentukan
vleh peraturan perundang-undangar. Di PEMILL 1999 tercatat 48 partai
vang mengikuti pemilihan umum. Sedangkan dalam PEMILU 2004, ada
24 partai vang berlaga di dalam pesta rakyval tersebut

Kondisi inilah yang mendoronyg parta politik, dalam praktik kli-
entelisme yang baru, saling berkompetisi untuk menjadi patron di tengah
masyarakal. sehingga mereka tidak pernah memiliki kapasitas dominasi
dan hegemaoni yang absolut. Partai yang mendapatkan dukungan dari se-
ah komunitas tidak mudah untuk melanggengkan lovalitas,

Relasi patron dan klien kemudian menjadi lebih timbal balik atau

idak searah meskipun masih asimelris. Dalam hubungan tersebut, ter-
jadi pergeseran karakter hubungan dari dari sekedar hubungan askrip-
tif ke pola hubungan transaksional vany sifatnva lebih cair. Hubungan
menjadi tidak stabil dan stagnan Karena bisa saja sang patron dan juga
sang klien bergeser dan berubah-rubah ketika transaksi gagal menemu-
kamn titik temu dan kata sepakat.

Akibatnya ikatan-ikatan loyalitas sang klien berubah dari yang
bersifat personal dan ideologis menjodi lebih berbentuk rasional dan ne-
vosiasi fidak langsung untuk melancecnskan kekuasaan. Sang patron ti-
dak merta bisa menentukan tumpuan lovalitas sang klien. Sebagaimana
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pengalaman PKS di Yogyakarta, Intensitas aktivitas kedermawanan so-
sial yang ditentukan oleh partai tidak berbanding lurus dengan pening-
katan suara mereka di PEMILU.

Bahkan sang klien juga bisa menawar “barang” yang ditransak-
sikan. Apa yang diberikan oleh sang patron selalu mereka terima tapi
belum tentu sesuatu yang ingin ditransaksikan dengan dukungan suara
atau loyalitas mereka. Mereka juga lebih bersifat pro-aktif dan tidak pasif
lagi ketika menegosiasikan imbalan apa yang bisa mereka dapatkan dari
sang patron.

Tentu saja, selain perubahan struktur politik, perubahan struktur
sosial juga turut menyumbang terbentuknya karakter klien seperti yang
diuraikan di atas. Masyarakat Yogyakarta, terutama yang bermukim di
wilayah bagian utara, merupakan masyarakat multikultur yang diun-
tungkan dengan fasilitas pendidikan dan infrastruktur informasi yang
amat sangat memadai. Kondisi ini telah mendorong mereka menjadi pe-
milih yang bisa lebih bernegosiasi.
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